
BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM RANGKA PENERUSAN HIBAH

PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MAGETAN,

bahwa sebagal tindaklttut Pettanjian Penertlsan

Hibah(PPH)Antara PenleHntah Pusat dan PerrleHntah

Kabupaten Mageねn Untuk Hibah Air Minum Nomor

PPH-179/PK/2014 tangga1 13」 uni 2014,FFlaka perlu

melakukan penyertaan modal PemeHntah Daerah

kepada PerLISahaarl Daerah Air Minum La― Tirta;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 41 ayat (5)

Undang― Undang Nomor l Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan sesuai ketentuan Pasal

71 ayat(7)Peratuan MenteH Dalarrl Nege五 Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedorrlan Pengelolaan Keuarlgan

Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Mente五  DalaIII NegeH

Nomor  21 Tahun 201l tentaFlg Pertlbahan Kedua

Atas Peraturan Mente五  Dalarrl Nege五  Nolmor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah,penyeman modal Dacrah ditetapkan dengan

Peraturarl Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagalmana

diinaksud pada huruf a dan hurLLf b, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Penyeman

Modal Daerah Pada Pertlsahaan Daerah Air Minum

La― Tirta Tahun 2014;

b.

C。



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah

diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 195O Tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Joglakarta (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 l;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang - undang Nomor 6 Tahun 1969 (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2901);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan Daerah
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7.

8.

9.

10

12.

13.

(Lembaran Negara Tahun 20O8 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05

Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (t embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tefiang
Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun

1999 tentang Pedoman Penilaian Kine{a Perusahaan

Daerah Air Minum;

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8

Tahun 2OO0 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan

Daerah Air Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten

Daerah Tingkat II Magetan (kmbaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1982

Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Magetan Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan

Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah

Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1986 Nomor 6 Seri

c);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(t embaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008

Nomor 8 );
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun

2OL2 terrtang Pedoman Penyertaan Modal Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

2OL2 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu

Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2Ol2 Nomor 8, Tambahan Lemabaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 19), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

2Ot2 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu

Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2013 Nomor 4, Tambahan lemabaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 31);

16.

17.

18

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGE*TAN

dan

BUPATI MAGETAN
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL

DAERAH DALAM RANGKA PENERUSAN HIBAH PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIMA TAHUN

2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Daerah adalah Kabupaten Magetan.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Magetan.

4. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang

daerah yang tidak dipisahkan baik yang dimiliki atau

dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud

maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun

yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya

ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat

dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan

kepemilikan barang milik daerah dan/ atau uang yang

semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan

menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk

diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah.

6. Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta yang

selanjutnya disingkat PDAM L,awu Tirta adalah PDAM

l,awu Tirta Kabupaten Magetan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.
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BAB II

TU」UAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Daerah adalah untuk
mendukung program hibah air minum dari Pemerintah

kepada Pemerintah Daerah guna meningkatkan akses

penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum

memiliki akses sambungan air minum perpipaan.

BAB IH

RUANG LINGKUP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Ruang lingkup penyertaan modal adalah penyertaan

modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum

Lawu Tirta yang merupakan penemsan dana hibah dari

Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berdasarkan

capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangErn

Sambungan Rumah (SR) baru yang dilaksanakan oleh

PDAM l,awu Tirta.

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Besaran penyertaan modal Daerah adalah sebesar

Rp. 2.0O0.O00.OOO,OO (dua milyar rupiah).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan pada Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2014.

(2)
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BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERrANGGUNG」 AWABAN

Pasal 5

Penatausahaan dan pertanggungiawaban pengelolaan

penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI MAGETAN,

MANTRI
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Diundangkan di Magetan

pada tangga1 22 Agustus 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGBrAN TAHUN 2014 NOMOR 4
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PEN」ELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM RANGKA PENERUSAN DANA HIBAH

PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA

TAHUN 2014

I. UMUM

Sebagai tindaklanjut/ realisasi Perjanjian Penerusan Hibah (PPH)

Antara Pemerintah hrsat dan Pemerintah Kabupaten Magetan Untuk

Hibah Air Minum Nomor PPH-l7glPKl2Ol4 tanggal 13 Juni 2014,

Pemerintah Kabupaten Magetan diamanatkan untuk melakukan

penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air

Minum Lawu Tirta. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa

penyertaan modal dimaksud ditujukan untuk meningkatkan akses

penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses

sambungan air minum perpipaan.

Dalam ketentuan Pasal 4l ayat (5) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 7l ayat (71

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Penyertaan

Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
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Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 36
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